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DAN BAGIAIT UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat : 1

DENGAN RAHMAT TI'IIAN YA.IIG MAHA ESiA

YAII KOTA BATU.

bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, dan
efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk pemalaian
kendaraan dinas jabatar dan kendaraan dinas operasional
wali Kota, wakil wali Kota, dan Bagian Umum Sekretariat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Dinas
Jabatan dar Kendaraan Dinas Operasional wali Kota,
Wakil Wali Kota, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah;

Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2OO1 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diuba}
dengar Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undarg-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa ka.li, terakhir
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dengan Undalg-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahar Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tenta-ng Pemerintahan Daerah (l,emba-ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tamba}Ian kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Undarg-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (tembaran Negara
Republik Indonesia Talun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaar Bararrg Milik Negara/Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O20 tentang
Perubahan atas Peraturar Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Peogelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Irmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 142,
Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedomar Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

11. Peraturan Daerai Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunar Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturar Daerah
Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peru bahan
atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerai;
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN WATI KOTA TENTAITG PEMBERIAN
BAIIAN BAI(AR MII{YAK BAGI KEI{DARAAN DIITAS
JABATA]I DAN K.EI{DARAAIT DINAS OPERASIONAI
WALI KOTA, WAI{IL WAII KOTA, DAII BAGIAN UMIIM
SEXRET/IRIAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN IIMUM

Paral 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. WaIi Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Batu.
6. Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah Bagian

Umum Sekretariat Daerah Kota Batu.
7. Anggaran Pendapatar da.rl Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

8. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

9. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki
jabatan tertentu dalam orgarisasi pemerintah.

1O. Pengurus Barang ada.lah pegawai yang diserahi tugas
untuk mengurus barang daerah dalam proses
pemakaia! yang ada di Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kota Batu.

11. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan milik
Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk Wali
Kota, Wakil Wali Kota, dan Bagian Umum Sekretariat
Daerah.

12. Kendaraal Dinas Operasional adalah kendaraan
milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk
operasional dinas lapangan.

13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM
adalah bahan bakar yang wajib dipergunakan oleh
Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas
Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pa8al 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah
sebagai pedomal dalam pemberian BBM sesuai
dengan kebutuharnya.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah
agar penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan
Kendaraan Dinas Operasional dapat efektif dan ehsien
serta tetap memberikan hasil yang optimal.

BA3 II
MAXSUD DAN TUJUA.IT

BAB III
RUANG LINGKI]P

(1) Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian
BBM bagr Kenda,raan Dinas Jabatan dan Kenda-raar
Dinas Operasional.

(2) Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. Kendaraan Dinas Jabatan Wali Kota dar Wakil

Wali Kota;
b. Kendaraan Dinas Jabatan Kepa]a Bagian Umum

Sekretariat Daerah:
c. Kendaraar Dinas Operasional Wali Kota dan Wakil

Wali Kota: dan
d. Kendaraan Dinas Operasional roda empat dan

roda dua pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 4

Besa-ran pemberiar BBM berdasa-rkan pada:
a. agenda kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. aktivitas operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
c. aktivitas operasional Bagian Umum Sekretariat

Daerah;
d. jumlah kendaraan; dan
e. jenis kendaraan.
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Pasal 3

BA3 IV
DASAR PEMBERIAIT BBM KEITDARAAN DINAS



Pasal 5

(1) BBM yang dipergunakan untuk Kendaraan Dinas
adalah beienis non subsidi atau sesuai dengan
ketentuan peraturan penrndang-undangan.

(2) BBM yang diberikan untuk Kendaraan Dinas berjenis
pertamax/ solar dex/ pertalite.

BAB V
JEITIS BAIIAIT B,IIIIAR MIITYAI(

BAB VI
MEI{ANISME PEMBERIAN BBM

BAB VII
PERTAITGGI'NG'AWABAIT PEMBERIAN BBM

Pasal 6

(1) Pengurus Barang pada Bagian Umum Sekretariat
Daerah mencatat besaran setiap pengeluaran kupon
BBM Kendaraan Dinas Jabatan Wali Kota, Wakil Wali
Kota, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah,
serta Kendaraan Dinas Operasional Wali Kota, Wakil
Wali Kota, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah

(2) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dalam bentuk kupon
(3) Kupon BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

didistribusikan oleh Pengurus Barang kepada
Sekretaris Pribadi/ Pengemudi Wali Kota/Wakil Wali
Kota dan Pemegang Kendaraan Dinas Operasional
pada Bagian Umum Sekreta-riat Daerah

(4) Da-lam hal pe{alanar dinas luar daerah, pembelian
BBM dapat dllakukan di luar daerah darl
dipertanggungjawabkan sesuai pint out pembelian
BBM untuk ditukarkan dengan kupon BBM kepada
Pengurus Barang.

Paaal 7

(1) Kupon BBM sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6
ayat (2) dibeli oleh Pejabat Pelaksara Teknis Kegiatan
yang kemudian dikelola oteh Pengurus Barang Baglan
Umum Sekretariat Daerah.

(2) Pengurus barang mencatat pembelian dan
pengeluaran kupon serta mengumpulkal bukti pdnt
out dan SPBU yang disetorkan kepada penerima
kupon BBM sebagai pendukung pertanggungjau,aban.
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(3) Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pengurus
Barang mempertanggungtawabkan penggunaar
anggaran belanja BBM Kendaraan Dinas Jabatan dan
Kendaraan Dinas Operasional WaIi Kota, Wakit Wali
Kota, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEf ENTUAIII PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku,
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Pemberian Bahan Bakar Minyak bagi Kenda::aal Dinas
Jabatar dan Operasional Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan
Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
(Berita Daerah Kota Batu Tahun 2O18 Nomor 25/E)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundalgkan, yang dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari
2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkarr
pengundangal Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Februari 2021

WAII BATU,

Diundangkan di Batu
pada tanggal J februari ZOZ1

DAERAH KOTA BATU,

ZADIM EFFISIENSI

BERTTA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR tO/A

DEWANTI RUMPOXO
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